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PERATURAN GUBERNUR PROVINSE DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISAS! DAN TATA KERJA

- UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN NON GRUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS {BUKOTA JAKARTA,;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur

" Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan
- Pajak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan,
- Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 {e'ntang Pokok-pokok Kepegéwaian
sebagaimana telah dlubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun

- 1998,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun- 1997 tentang Pajak Daerah dan _
Retribusi Daerah sebagaimana telah dsubah dengan Undang- Undang'
Nomor 34 Tahun 2000; .

Undang-Undahg Nomor 19 Tahun 199? tentang Penagihan Pajak dengan
Surst Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000,

Undang-Undang Nomor 17 thun 2003 tentang Keuangan Neg-aré‘
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20{}4 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; : :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioiaan '
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;-
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teétang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang.
Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun.2064 tentang Perimbangan Keua'ngan

~ antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta 'sgbagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia; : _

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahu'ri=2001 tentang Pajak Daerah; -

Peraturan Pemetintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelofaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeioiaan Barang
Milik Negara/[)aerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pémerintahan Daerah Provinsi dan:
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeioiaan Uang .

Peraturan Pemerintah Nomor 41 E‘TahUn 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; S SRR : '

Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah. dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2007; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Poia
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pa;ak
Daerah; . _

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok pokok- Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomo;r 10 Tahun 2008 tentang Orgamsas; Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubemur Nomor 34 Tahun 2009 tentang OrganisaSt dan Tata

Kerja Dinas Pelayanan Pajak

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
.. TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN NON GRUP.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

._D.aiam_Peraturan Gubernur ini yang din{a_ks_t_j_d:;deng'an :
1 Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus !bu'kdta'dakar'ta

” 2 Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagas unsur

_penyelenggara pemenntahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provms:i Daerah Khusus Ibukota Jak'arta

4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah.

Khusus Ibukota Jakarta

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petayanan Pajak Provinsi. Daerah

.Khusus lbukota Jakarta.

© 6. Unit Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup yang'seian}utnya disebtjt Unit

“Pemeriksaan adalah Unit Pemerlksaan Pajak Hiburan Non Grup Dinas
Pelayanan Pdjak. :

; 7 .Kepata Unit adalah Kepata Umt Pemenksaan

8 Pemeriksaan pajak daerah adaiah Sefangka:an proses untuk mencari;

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpa;akan daerah
_berciasarkan ketentuan pemndang undangaﬂ
BAB.II
PEMBENTUKAN

_ Pasal 2

‘. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk L}n:t Pemeriksaan Pajak Haburan Non
-y ,Gmp : :

BAB i
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGS!

. Pas_'ail 3

: :(?) Unit Pemeriksaan merupakan Unit ‘Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan

Pajak dalam pelaksanaan pemer;ksaan pa}ak hiburan non grup.

  (2) Unit Pemertksaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di

hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:



Pasal 4

(T) Unit Pemeriksaan mempunyal tugas melaksanakan pemenksaan pajak
‘ hiburan non grup. :

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebaga:mana dimaksud pada ayat (1), Unit
Pemeriksaan mempunyai fungsi : _

a.

b.

o

5 @moo

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokuméﬁ
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;

‘pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemertksaan

penatausahaan administrasi teknis pemeriksaan pajak hiburan non
grup;

penyelenggaraan pemeriksaan pajak hiburan non grup:

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan

pelaporan dan pertaﬂggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi-Unit
Pemeriksaan. _

BABWV
.ORGAmﬁASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Unit Penderiksaéh;_}ferdiri dari

oan T

Kepala Unit;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pemariksaan Pajak Hiburan Non Grup Wilayah I
Seksi Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup Wilayah |l; dan
Subkelompok Jabatan Fungsmnai

(2) Bagan susunan organisasi Unit Pemenksaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur |m -

Pasal. :6

© Kepala Unit mempunyai tugas :

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

.+ b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbaglan Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

 ¢. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Ker]a Perangkat
Daerah, Unit Keria Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait, dalam
- rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan :
- . d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
i Unit Pemeriksaan. _



Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Unit Pemenksaan
dalam pelaksanaan administrasi Unit Pemenksaan

(2) Subbagian Tata Usaha dipempm oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Unit
Pemeriksaan. '

a.

Subbagsan Tata Usaha..

| (3) Subbagzan Tata Usaha mempunyaf tugas

menyusun bahan Rencana- Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumeni
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Umt Pemeriksaan sesuai dengan lingkup
tugasnya; -

melaksanakan Dokumen Peiaksahaan Anggaran (DPA) "Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya; :
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;
menghimpun bahan dan mengoordmas;kan penyusunan rencana-
strategi Unit Pemeriksaan;

melaksanakan monitoring, pengendal:an dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan; '
menyiapkan surat tugas pemeriksaan pajak hiburan non grup;

menerima dan menghimpun tindasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
mendistribusikan Laporan Hasﬂ Pemenksaan (LHP) dan Kertas Kefja
Pemeriksaan (KKP);

menyusun rekomendasi hasil pemenksaan

melaksanakan perigelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor

. melaksanakan pengurusan ruang rapat upacara, dan pengaturan acara

Unit Pemeriksaan;

melaksanakan publikasi keg;atan daﬂ segaia sesuatu yang berkanaan
dengan Unit Pemeriksaan; -

mengoordinasikan penyusunan Iaporan (keuangan kineria, kegiatan
dan akuntabilitas) Unit Pemeriksaan; : -
menyiapkan bahan laporan Unit Pemenksaan yang terkait dengan tugas

‘Subbagian Tata Usaha; dan

melaporkan dan memperiangg'ungjawabkan p‘eiaksa'naan.. tugas

Plésa'l.:é

(1) Seksi Pemeriksaan Pajak Hlburan Non Grup Wilayah | merupakan. satuan:

kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan:
non grup wilayah Kota Admmzstras: Jakarta Selatan dan Kota Admmtstras;' '

Jakarta Timur.

(2) Seksi Pemeriksaan Pa;ak Hiburani Non Grup Wilayah 1 dipimpin oleh:

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Umt Pemer!ksaan -

__ {3) Seksi Peme;‘iksaan Paiak Hibu_rang_No'n' Grup Wilayah | mempunyai tugas:



menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen-
Pelaksanaan Anggaran (DPA). Unt Pemerlksaan sesuai dengan lingkup -
tugasnya;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran (DPA) “Unit

Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya

melakukan pelaksanaan silent operation dan/atau pengamatan terhadap :
pajak hiburan non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan.
Kota Administrasi Jakarta Timur; -

menvusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT); _
menyiapkan langkah-langkah pemeriksaan terhadap Wajib pajak
hiburan non grup di wilayah Kota Admtmstrasu Jakarta Selatan dan Kota -
Administrasi Jakarta Timur;

melaksanakan pemeriksaan pdjak hzburan noen  grup berdasarkan

Rencana Kerja Pemenksaan Tahunan (RKPT) yang d;tetapkan Kepala
Dinas;

menerima dan melaksanakan permmtaan pemeriksaan dari Suku Dinas :
Pelayanan Pajak | Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan Pajak I
Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Timur dan Suku

Dinas Pelayanan Pajak |l Jakarta Timur;

melakukan pemeriksaan pajak hiburan non grup berdasarkan informasi
lain di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi

Jakarta Timur atas persetujuan Kepala Dinas;

membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);

membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); o
menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan.:
pelaksanaan tugas Seksa Pemenksaan Pajak Hiburan Non Grup :
Wilayah |; dan
meiaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksr'
Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup Wilayah L. '

Pas—a.l 9.

(1) Seksi Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup Wilayah Il merupakan satuan
kerja lini-Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan -

di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Admumstrasu Kepulauan__ '
- Seribu. -

(2) Seksi Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup Wilayah II dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit Pemenksaan :

(3) Seksi Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup Wilayah Il mempunyai tugas:

a.

d.

menyusun bahan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemenksaan sesuai dengan lingkup :
tugasnya

melaksanakan Dokumen Pe!akSanaan Ang‘ganan (DPA) © Unit
Pemeriksaan sesuai dengan mgkup tugasnya

melakukan pelaksanaan silent operatlon dan/atau pengamatan terhadap_
pajak hiburan non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, " dan
Kabupaten Administrasi Kepuiauan_Senbu

menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT);
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e. menyiapkan langkah-langkah pemeriksaan terhadap wajib pajak hiburan

non grup di witayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Senbu

f. melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan non grup berdasarkan.

Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) yang d|tetapkan Kepaia;
Dinas

g. menerima dan melaksanakan permintaan pemeriksaan dari Suku Dinas 3

Pelayanan Pajak | Jakarta Pusat, Suku Dinas Pelayanan Pajak Ii
Jakarta Pusat, Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Barat , Suku:
Dinas Pelayanan Pajak il Jakarta Barat, Suku Dinas Pelayanan Pajak 1.
Jakarta Utara, dan Suku Dinas Pelayanan Pajak 1l Jakarta Utara;

h. melakukan pemeriksaan pajak hi'bijrén_non grup berdasarkan in:formaSi

lain di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi-
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, ‘dan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu atas persetujuan Kepala Dinas;

membuat Kertas Kerja Pemerik_s-a'é:n (KKP):

membuat Laporan Hasil Pemeri‘ksﬁfé.la_n'(i.‘HP);

k. menyiapkan bahan laporan Unit- Pemeriksaan yang terkait dengan.

pelaksanaan tugas Seks; Pemer;ksaan Pajak Hiburan Non Grup
Witayah ll; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksf
'Pemerfksaan Pajak Hiburan Non Grup Wilayah [1.

Pasal 10
Unit Pemeriksaan dap'at mémpunyai Subkelompok Jabatan Fun'g'éibha!,

Pejabat Fungsmnal mefaksanakan tugas dalam ‘susunan organ:sasaf
struktural Unit Pemeriksaan.. ' R _

Pasal: 11

Dalam rangka mengembangkan brofe'si/keahiian/kompetensi pejabat
funigsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan
sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungs;onal Dinas Pelayanan Pajak.

Subkelompok Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang:
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab - kepada Kepata Unit -
Pemenksaan ‘

Ketua Subkeiomp'ok Jabatan Fungs;'oﬁai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diangkat oleh Kepala Dinas ‘atas usul Kepala Unit dari pejabat

“fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan .

kompetensi (pengetahuan, keah%tan dan integritas) yang dimiliki.

Ketentuan lebih lanjut mengena! Jabatan Fungsional Unit’ Pemerzksaanf
diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan:
fungsional Dinas Pelayanan Pa;ak sesuai ketentuan peraturan perundang-:
undangan. ; '



BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam meiaksanakan tugas dan fungsmya Unit Pemerlksaan wapb taat dan
' ‘berpedoman pada ketentuan peraturaﬂ perundang-undangan.

¢ (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi
pemerintah/swasta terkait dalam - rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar peiaksanaan tugas dan fungsn Unit Pemeriksaan.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbaglan Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib melaksanakan tugas masing-
masing seswai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sérta .
. menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, smphﬁkas; '
- akuntabilitas, transparan31 efektivitas dan efisiensi.

Pa_sal -11_4_4 _

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit  Pemeriksaan wajib  memimpin,
‘mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina, dan. memia: kinerja bawahan masmg-
masing. -

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan wajib mengikufi
dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn. : '

Pasal 15

" Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksdan wajib mengawasi dan.
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil -
- langkah-langkah yang diperlukan apabila_menemukan adanya penyimpangan

~ dan/atau indikasi penyimpangan. - -

| Paé'a-i 16

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
‘ Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan = wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuat ketentuaﬂ peraturan perundang-undangan. - '

(2) Atasan yang menerima laporan sebaga:mana dimaksud. pada ayat {1
: menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan -
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing- masing.
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Pasal 17

Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tata:laksana melaksanakan .
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit
Pemeriksaan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan -

dan pelaporan terhadap Dinas Pelayanan Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pémbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan .
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur. : :
BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasa! 18

Pegawai Negeri Sipil pada Unat Pemeﬂksaan merupakan Pegawai Negeri
Sipil daerah. :

Pengelolaan  kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian. >

Dalam pelaksanaan pengelotaah kepegawaian, Unit Pemeriksaan

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian -
Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagai
bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak. '

BAB VI
KEUANGAN

Paséi 19

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsx Unit Pemeriksaan dlbebankan pada .
Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah : :

Pengelolaan belanja sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara/daerah.

Pa.'sa! 20

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fung& Umt _
Pemeriksaan merupakan pendapatan daerah o

Pengelolaan  pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah, :
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~ BAB VIlI
ASET
. 'Pasal 21

Asetl yang dipergunakah oleh Un'ith ?Iémeriksaan sebagai prasarana dan

-sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang

tidak dipisahkan.

Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan .
perundang-undangan di bldang pengelo!aan barang milik negara/daerah

F’asai 22

Prasarana dan sarana kérja yang dnterima'd'a'iam bentuk pemberian, hibah,
atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pemeriksaan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah

Penerimaan barang daerah sebagalmana dimaksud pada ayat,(i) seg_era |

dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada -

Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah untuk dicatat dan d:bukukan sebagat aset daerah.

| BAB. IX
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
 Pasal 23

Unit Pemeriksaan menyusun dan mehyam:paikan_ laporan berkala téhuna;n,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

Laporan sebagaimana dimaksud pa'da:ayat (1) antara fain meliputi laporan : |

kebutuhan, kekurangan dan keleblhan pegawai;
keuangan; .

kinerja; : -

kebutuhan, kekurangan dar« keiebshan barang atau prasarana dan
sarana kerja; : -

akuntabilitas; dan . -

pelaksanaan kegiatan.

o

'Pa___s_,a'[- .24

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pemeriksaan mengembangkan ~ sistem

- pengendalian internal sebagai bagian darz sistem pengendalian mternal Dinas
Pelayanan Pajak.
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BAB X
PENGAWASAN

Pasal 25

" Pengawasan terhadap Unit Pemeriksaan di'laks-anakan oleh :

‘a. Lembaga negara yang mempunya; tugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara;

b, Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
"~ ¢.  Inspektorat,

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
.‘ Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor
147 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di -

lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta -

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditjndéngkan di Jakarta

_Pasél_ 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaf diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem'éhntahkan pengundangan Peratufan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provmsn Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

~ Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAHM KHUSUS

o padatanggai 4 Mei 2009

| SEKRETARIS

DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

UHAYAT
NIP 050012362

| BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHL}SUS !BUKOTA JAKARTA
TAHUN 20(}9

NOMOR 51
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Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta

Nomor ~ 60 TAHUN 2009
Tanggal 4 Meil 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANESASE .
UNIT PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN NON GRUP

FUNGSIONAL

KEPALA UNIT
SUBBAGIAN |
TATA USAHA
| sEksl . SEKSI
| - PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
| PAJAK HIBURAN PAJAK HIBURAN
|- NONGRUP NON GRUP
1 WILAYAH | WILAYAH Ii
SUBKELOMPOK
JABATAN

GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUS

IBU /ll TA JAKARTA,




